
 
 

  

 

 

 

  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

NOMOR 26 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam pedoman pelaksanaan pola pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah 

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat kekurangan 

sehingga untuk dapat berjalan tertib, lancar, efisien dan efektif 

serta akuntabel perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;                                                           

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 7 

Tahun 1965 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II 

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung  Jabung  

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera tengah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 

1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2755); 

SALINAN 



 
 

 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999tentang Pembentukan  

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 3903 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

6. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara   Republik   

Indonesia   Tahun   2015   Nomor   58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomorr 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun  2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaa Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
 



 
 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

12.    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1676); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 

Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2018 Nomor 15); 

17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 31); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG BARAT. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 59), diubah sebagai 

berikut :  



 
 

 

1. Ketentuan angka 8, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan daerahyang memimpin 

pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat.  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 

serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 

daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya. 

7. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pejabat yang 

mengelola semua kegiatan yang ada di Badan Layanan Umum Daerah. 

8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah/ Organisasi Bersifat Khusus 

yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional 

dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

9. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat yang 

mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD. 

10. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat yang 

mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis 

operasional dan pelayanan dibidangnya. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka 

pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 

13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen 

perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. 

 



 
 

 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan 

disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerjaa dan anggaran 

SKPD. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang seianjutnya disingkat RKA 

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

17. Pendapatan adalah semua peneriman dalam bentuk kas dan tagihan 

PPK-BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode 

anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 

19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana 

lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan 

operasional BLUD.  

20. Basis Akrual adalah basis akutansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. 

21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD 

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD 

pada bank yang ditetapkan. 

22. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis seperti bunga, Deviden, Royalti, Manfaat sosial, dan/ atau 

manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

23. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang 

diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan 

kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan / atau hasil 

usaha lainnya. 

24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 

kegiatan. 

25. Surat  perintah membayar yang selanjutnya  disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran / 

kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

26. Dokumen Pelaksanaan anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA 

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 

27. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi 

program,kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.  



 
 

28. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase 

perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang 

diperkenankan dan ditentukan dengan pertimbangan fluktuasi kegiatan 

operasional BLUD. 

29. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat 

SPTJadalahsurat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pengelola 

Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa melalui rekening kas umum 

daerah yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh 

pendapatan langsung dan belanja langsung. 

30. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 

selanjutnya disingkat SP3B adalah surat permintaan pengesahan yang 

diterbitkan oleh pengguna anggaran pada SKPD kepada BUD/Kuasa 

BUD untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang 

yang digunakan langsung. 

31. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat 

SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk 

mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan 

SP3B. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) ditambah satu huruf yakni huruf c, dan 

ditambah  1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 14 

(1) Organisasi pelaksana kegiatan pada BLUD adalah sebagai berikut : 

a. Pemimpin BLUD sebagai penanggung jawab program; 

b. Pejabat keuangan dan pejabat tekhnis sebagai penanggung jawab 

kegiatan; 

c. Kepala Bidang/Kepala Bagian sebagai Pejabat  dan Pelaksana 

Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan koordinator kelompok kerja; 

d. Kepala seksi atau kepala sub bagian sebagai kelompok kerja; dan 

e. Staf administrasi.  

(2) Pada kegiatan tertentu dapat dibentuk beberapa tim sesuai 

kebutuhan, yang terdiri dari: 

a. Tim Pembina dan Pengarah : 

1. Pembina I 

2. Pembina II: dan 

3. Pengarah. 

b. Tim Teknis, yaitu tim yang secara khusus dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. 

c. Tim Pengelola BLUD. 

(3) Tim pembina dan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a yang melibatkan personilnya dari dalam dan luar BLUD 

ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang 

melibatkan personil dari dalam dan/atau luar BLUD ditetapkan 

dengan keputusan pimpinan BLUD. 

(5) Tim Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

sebagai Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BLUD 

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.  



 
 

 

3. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di  Kuala Tungkal 

Pada tanggal  11 Oktober 2021 
 

            SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

                          ttd 

 

                   AGUS SANUSI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 

NOMOR 26 

 

 

 

 

 

 
Ditetapkan di Kuala Tungkal 

Pada tanggal  11 Oktober 2021 
 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 
 

                         ttd 
 

                 ANWAR SADAT 


